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SENGKANG, FAJAR — Be-
lanja honorarium Forum Ko-
(Forkopimda) lingkup Kabu-
paten Wajo tahun 2023 t-
dak tertib. Disebut melang-
gar Standar Harga Satuan
(SHS) yang beriaku.

Berdasarkan Laporan
Realisasi Anggaran (LRA)
Pemkab Wajo pada 2023,
anggaran belanja jasa kan-
tor Rp88.265.910.862.
Yang terealisasi hanya
Rp83.503.300.859 atau
94,60 persen.

Realisasi tersebut di an-
taranya berupa pemberi-
an honorarium narasum-
ber atau pembahas, mo-
derator, pembawa aca-
ra, dan panitia sebesar
Rp4.810.823.000.

Laporan Hasil Pemeriksa-
an (LHP) Badan Pemeriksa

Honorarium Forkopimda Wajo Bermasalah

Honorarium Forkopimda Wajo Bermasalah

Keuangan (BPK) 2024, ter-
dapat realisasi belanja ho-
norarium narasumber me-
lebihi SHS Peraturan Bupa-
ti Wajo.

Dalam catatan auditor
BPK, satuan besaran pemba-
yaranhonorarium narasum-
ber di lingkup Wajo diatur
dalam Perbup Wajo No. 110
Tahun 2021 tentang SHS Bi-
aya Honorarium, Biaya Per-
jalanan Dinas Dalam Negeri
dan Luar Negeri, Biaya Ra-
pat atau Pertemuan di Da-
lam dan di Luar Kantor, Bi-
aya Pengadaan Kendaraan
Dinas dan Biaya Pemeliha-
raan di Lingkungan Peme-
rintah Daerah.

Hasil pemeriksaan terha-
dap bukti pertanggungja-
waban atas realisasi belan-
ja honorarium narasumber
terdapat kelebihan pemba-

yaran Rp75.950.000

Kelebihan ini untuk pem-
bayaran narasumber yang
berasal dari internal SKPD
penyelenggara sebesar
Rp63.350.000. Berdasar-
kan SHS Peraturan Bupati
Wajo, narasumber berasal
dari SKPD penyelenggara,
maka honorarium yang di-
berikan sebesar 50 persen
daribesaranhonorariumna-
rasumber sesuai kelas atau
jabatannya.

Kesalahan penentuan la-
yer kelas atau jabatan be-
saran honorarium narasum-
ber yang digunakan dalam
pembayaran honor ada-
lah menteri atau setingkat
menteri dan pejabat eselon
II, sedangkan yang seha-
rusnya adalah pejabat ese-
lon III ke bawah sebesar
Rp12.600.000.

Subbagian Humas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Auditor BPK menilai per-
masalahan ini disebabkan
Kepala Badan Kesbang-
pol Wajo tidak melaku-
kan pengawasan terhadap
pembayaran honor Forko-
pimda yang tidak menga-
cu pada Standar Harga Sa-
tuan Pemkab Wajo.

Selain itu, Pejabat Pelak-
sana Teknis Kegiatan (PPTK)
kurangcermat dalam meng-
ajukan usulan pembayaran
besaran honorarium narz-
sumbertidak mengacu pada
Standar Harga Satuan Pem-
kab Wajo.

Sementara, Kepala Kes-
bangpol Wajo Sony Paisal
yang dikonfirmasi memilih
berkilah. Kendati Pengguna
Anggaran (PA), dia meng-
alihkan kepada Sekretaris
Kesbangpol Wajo, Kurniana.

“Kita hubungi Ibu Kumia.

Karena dia yang diperiksa
sama BPK. Dia PPTK-nya,”
ujamya, kemanin.

Menyikapi hal itu, Sekre-
tans Kesbangpol Wajo, Kur-
niana menyebutkan, kele-
bihan pembayaran terse-
but seluruhnya telah dilaku-
kan penyetoran ke Rekening
Kas Umum Daerah (RKUD).

Pihaknya, akan melaku-
kan langkah-langkah sesu-
ai rekomendasi BPK. Di an-
taranya, mengacu pada SHS
Pemkab Wajo yang berlaku
serta lebih cermat menga-
wasi pelaksanaan pemba-
yaran honorariumnarasum-
ber sesuai SHS.

"Rekomendasi BPK terse-
butmenjadibahandan pem-
belajaran kami, untuk lebih
cermat melakukan kegiat-
an tahun 2024 ini,” tutup-
nya. (man/zuk)
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